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Ilustrasi Kasus Sengketa Tanah 
di Tambun, Bekasi



Sumber 

Faktor terjadinya sengketa lahan:
Peraturan yang belum lengkap; 
Ketidaksesuaian peraturan; 
Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap
kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia; 
Data yang kurang akurat dan kurang lengkap; 
Data tanah yang keliru; 
Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas
menyelesaikan sengketa tanah; 
Transaksi tanah yang keliru; 
Ulah pemohon hak 
Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga
terjadi tumpang tindih kewenangan. 

https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/907/469
https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/907/469


Siapa itu Mafia Tanah?
Orang perseorangan, kelompok, atau badan hukum
yang melakukan perbuatan dengan sengaja untuk
melakukan kejahatan yang dapat menimbulkan dan
menyebabkan terhambatnya pelaksanaan
penanganan perkara pertanahan.

Petunjuk Teknis Direktorat Tata Ruang dan
Pemanfaatan Tanah, Nomor 1/Pedoman
Teknis/DJ-VII/2018 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Mafia Tanah



Apa yang umumnya dilakukan 
Mafia Tanah?

pemalsuan surat tanah, 
melakukan rekayasa di pengadilan untuk
mendapatkan hak atas tanah, 
mengadakan perjanjian jahat yang dibuat
dalam akta atau pernyataan nyata dengan
melibatkan pejabat umum seperti oknum
Notaris/ PPAT dan aparat sipil negara di
lingkungan Badan Pertanahan Nasional
(BPN) beserta jajarannya ke bawah, serta
penegak hukum, seperti oknum hakim. 



Pasal Inti Pasal

167 KUHP Memaksa masuk ke dalam lahan, merusak, menggunakan sarana

170 KUHP Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

263 KUHP Membuat surat palsu yang menimbulkan suatu hak

264 KUHP Pemalsuan pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap akta-akta otentik, dll

266 KUHP Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik

372 KUHP Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

378 KUHP Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat

385 KUHP Menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat

389 KUHP
Menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas
pekarangan

406 KUHP menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang milik orang lain

Dasar hukum yang umumnya menjerat Mafia Tanah



Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Kepolisian RI
(1/1/2025)
sepanjang 2024 ada 935 tersangka mafia tanah ditangkap
dengan 1.547 perkara dan penyelesaian sebanyak 791
perkara. 

Arif Rachman, Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah
328 kasus per 5 Maret 2024

Nusron Wahid, Menteri ATR/BPN
48,000 per 14 November 2024 dengan 79% dinyatakan
selesai

Jumlah sengketa yang melibatkan Mafia Tanah

Konsorsium Pembaharuan Agraria



Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan
secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di
seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah
desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan
itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis
mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah
untuk keperluan pendaftarannya.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang
PTSL



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 6 tahun
2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Instruksi Presiden(Inpres) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap.

Dasar Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap



Bagaimana PTSL bisa mencegah potensi hadirnya Mafia Tanah?

Dengan biaya gratis, bisa memberi kesempatan
lebih banyak orang untuk mendaftarakan tanah
Menyediakan kepastian hukum untuk setiap jengkal
tanah
Penggunaan metode digital yang menyulitkan
Mafia Tanah untuk melakukan pemalsuan



3 faktor keberhasilan pelaksanaan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 
Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis 
Peran serta pemerintah daerah yang mendapatkan benefit
berupa kenaikan Pendapatan Asli Daerah karena pelaksanaan
PTSL.



Tantangan PTSL
Keikutsertaan masyarakat yang
minim;
Teknis pelaksanaan mekanisme ukur,
pencatatan, dan pengarsipan yang
belum lengkap dan belum
dilaksanakan dengan maksimal
Keterbatasan sumber daya manusia.
Pungli untuk pembuatan PTSL



Rekomendasi
Penambahan SDM di kantor-kantor pertanahandi tingkat daerah
Monitor dan tindak lanjut tegas pelanggaran pendataan yang dilakukan oleh perangkat-
perangkat desa dan yang terlibat lainnya supaya tidak terjadi pemungutan pungli
Peningkatan aksesibilitas program PTSL untuk masyarakat yang masih kesulitan akses
Pendidikan terkait modus operandi Mafia Tanah secara terus menerus oleh Kementerian
ATR/BPN, Kepolisian, akademisi, dan antar masyarakat
Menindak tegas kasus sengketa yang melibatkan Mafia Tanah melalui proses hukum
dengan mengedepankan hukum yang tidak pandang bulu 
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